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Kementerian Keuangan. Fit and Proper Test.
Pengurus Pelaksana Tugas. Dana Pensiun

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 37 /PMK.010/2010
TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PENGURUS
DANA PENSIUN PEMBERI KERJA DAN CALON PELAKSANA TUGAS
PENGURUS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPULIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa dalam rangka menciptakan industri dana pensiun yang

sehat dan akuntabel, perlu didukung oleh pengurus Dana
Pensiun Pemberi Kerja dan pelaksana tugas pengurus Dana
Pensiun Lembaga Keuangan yang memiliki kompetens dan
Integritas yang tinggi;

. bahwa dalam rangka mengukur tingkat kompetens dan

integritas pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan
pelaksana tugas pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan,
perlu dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Penilaan Kemampuan dan
Kepatutan bagi Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan
Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga
Keuangan,
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana
Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3477),
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana
Pensun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana
Pensun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3508);
Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 513/KMK.06/2002
tentang Persyaratan Pengurus Dan Dewan Pengawas Dana
Pensiun Pemberi Kerja Dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana
Pensun Lembaga Keuangan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
36/PMK.010/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 513/KMK.06/2002 Tentang
Persyaratan Pengurus Dan Dewan Pengawas Dana Pensiun
Pemberi Kerja Dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun
Lembaga Keuangan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN  TENTANG
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI
CALON PENGURUS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA
DAN CALON PELAKSANA TUGAS PENGURUS DANA
PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang mengenal Dana Pensiun.
2. Pengurus adalah pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja.
3. Pelaksana Tugas Pengurus adalah pejabat dari pendiri Dana Pensiun
Lembaga Keuangan yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan
operasional Dana Pensiun Lembaga K euangan.
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4. Tim Penguji adalah tim yang melakukan penilaan kemampuan dan
kepatutan terhadap Calon Pengurus dan Calon Pelaksana Tugas Pengurus.

5. Calon Pengurus atau Calon Pelaksana Tugas Pengurus adalah seseorang
yang diusulkan untuk mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan dalam
rangka penunjukannya sebagal Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus.

6. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan penilaian kemampuan dan kepatutan adalah agar:

a. Dana Pensun mempunyal Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus yang
memiliki kemampuan yang memadal sesuai peraturan perundang-undangan;
dan

b. Dana Pensun mempunyai Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus yang
memiliki kepatutan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IlI
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Pasal 3

(1) Caon Pengurus atau Calon Pelaksana Tugas Pengurus wajib mengikuti
penilaian kemampuan dan kepatutan.

(2) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebaga mana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan terhadap:

a. seseorang yang belum pernah menjadi Pengurus atau Pelaksana Tugas
Pengurus yang dicalonkan menjadi Pengurus atau Pelaksana Tugas
Pengurus; atau

b. seseorang yang pernah menjabat sebagal Pengurus atau Pelaksana
Tugas Pengurus yang dicalonkan kembali menjadi Pengurus atau
Pelaksana Tugas Pengurus.

Pasal 4
Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. Bagl Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus yang telah dinyatakan
lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan dicalonkan kembali
menjadi Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus pada Dana Pensiun
yang samatidak wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan.

b. Bagi Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus yang telah dinyatakan
lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan dicalonkan menjadi
Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus pada Dana Pensiun lain yang
menyelenggarakan program pensiun yang sama, tidak wajib mengikuti
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